
 

94 

 

2. Pemerintah sebaiknya mulai membenahi peraturan-peraturan mengenai 

eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menambah klausula khusus mengenai eksekusi Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun 

RUU Hukum Acara Perdata yang akan dibahas pemerintah. Mengingat 

hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai tata cara eksekusi 

putusan pengadilan hubungan industrial dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dan 

masih menggunakan tata cara eksekusi yang diatur dalam HIR dan RBg.   
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